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PERINGATAN Hari Tata Ruang

Nasional (8 November) perlu dijadikan mo-

mentum untuk mengingat kembali tentang

pentingnya mewujudkan Tertib Tata

Ruang. Mengingat kondisi penyeleng-

garaan penataan ruang saat ini sangat

problematik. Disatu harus mampu men-

dukung dan mewujudkan iklim investasi

dan berusaha secara kondusif. Di sisi yang

lain, juga harus mampu mewujudkan ruang

yang aman, nyaman, produktif, dan berke-

lanjutan. Tentu hal ini bukan perkara mu-

dah. Tetapi perlu adanya upaya bersama

untuk menyeimbangkan antara peman-

faatan ruang yang optimal dan mendukung

investasi dengan upaya pengendalian pe-

manfaatan ruang guna keberlanjutan ling-

kungan dan terwujudnya tertib ruang.

Saat ini, realitas menunjukkan bahwa

tata ruang masih belum menjadi guidance

dalam pelaksanaan pembangunan, uta-

manya yang dilakukan publik. Bahkan su-

dah menjadi rahasia umum,  tata ruang

yang harusnya berperan dalam pengen-

dalian pemanfaatan ruang justru menjadi

instrumen dalam ëtata uangí. Proses-proses

pembangunan dan investasi ada kecen-

derungan sarat dengan kepentingan pe-

modal yang menempatkan ëuangnyaí un-

tuk berproduksi pada ruang-ruang komer-

sial yang menguntungkan (Analisis KR, 9-

11-2017).

Penguatan Pengendalian

Berputarnya investasi dan modal untuk

menggerakkan roda perekonomian adalah

suatu keniscayaan. Karena tanpa berputar-

nya roda perekonomian maka kehidupan

masyarakat akan terganggu. Namun demi-

kian, bukan berarti percepatan dan kemu-

dahan berusaha menafikan keberlanjutan

ruang sebagai ruang hidup. Keberlanjutan

ruang ini harus dipastikan melalui pen-

guatan pengendalian pemanfaatan ruang

agar tertib tata ruang dapat diwujudkan. 

Upaya pengendalian pemanfaatan ruang

dilaksanakan untuk mendorong terwujud-

nya tata ruang sesuai dengan rencana tata

ruang. Upaya ini dimaksudkan agar setiap

orang: (a) menaati rencana tata ruang; (b)

memanfaatkan ruang sesuai dengan ren-

cana tata ruang; dan (c) mematuhi ketentu-

an yang ditetapkan dalam persyaratan

Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

(KKPR).

Pascaterbitnya UU 11/2020 tentang

Cipta Kerja yang telah diganti dengan UU

6/2023 tentang Penetapan Perppu 2/2022

tentang Cipta Kerja menjadi Undang-un-

dang, jo PP 21/2021 tentang Penyeleng-

garaan Penataan Ruang, pengendalian pe-

manfaatan ruang dilakukan melalui:  (a)

penilaian pelaksanaan KKPR dan pernya-

taan rnandiri pelaku UMK; (b) penilaian

perwujudan rencana tata ruang; (c) pembe-

rian insentif dan disinsentif; (d) pengenaan

sanksi; dan (e) penyelesaian sengketa pe-

nataan ruang.

Bersifat Kuratif

Berbagai instrumen pengen-

dalian di atas, secara keselu-

ruhan bersifat kuratif atau di-

lakukan setelah perizinan pe-

manfaatan ruang melalui

KKPR diberikan. Padahal ter-

dapat berbagai hal yang bersifat

preventif dalam pengendalian

pemanfaatan ruang. Dalam

konteks ini, strategi mewujud-

kan tertib tata ruang dapat di-

lakukan melalui: (a) main-

streaming (pengarusutamaan)

rencana tata ruang sebagai

guidance pemanfaatan ruang

dan pembangunan wilayah

kepada seluruh pemangku ke-

pentingan; (b) meningkatkan

kualitas produk rencana tata

ruang, baik RTRW maupun

RDTR dengan menggunakan

data dan informasi yang valid dengan skala

lebih detail dan dilakukan secara kompre-

hensip;

Kemudian (c) melakukan mitigasi

dampak lingkungan yang mungkin terjadi

pada kebijakan, rencana dan program

(KRP) yang telah ditetapkan melalui inte-

grasi yang kuat dengan Kajian Lingkungan

Hidup Strategis (KLHS); (d) meningkatkan

kualitas penyusunan KLHS yang mengirin-

gi penyusunan RTRW dan RDTR, serta

memastikan bahwa rekomendasi yang diru-

muskan diakomodasi dan terintegrasi ke

dalam perda dan/atau perkada tentang tata

ruang; (e) menguatkan partisipasi publik

dalam penyusunan RTRW dan RDTR mau-

pun dalam penyusunan KLHS-nya; (f)

memberikan jaminan keterbukaan data

dan informasi terkait penataan ruang, uta-

manya untuk kepentingan investasi agar

publik dapat terlibat dalam pengendalian

dan pengawasan. 

*)Dr Sutaryono, Dosen STPN

Yogyakarta dan Prodi Pembangunan

Wilayah Fakultas Geografi UGM.

Kosmopolitanisme dan Pendidikan Kewargaan Global

Sutaryono

Bansos beras untuk rakyat diperpanjang.

- Syukurlah, jangan dianggap bagian dari kam-

panye.

Parpol dilarang kampanye sebelum 28

November.

- Teori begitu, praktiknya sudah banyak yang

lari duluan.

Pihak swasta di Kota Yogya, baru 2024 tangani

sampah.

- Bukan berarti  sebelumnya, seenaknya

dibuang di jalanan.

Berpijak pada Tertib Tata Ruang

GAGASAN tentang ‘Nasionalisme dan

Kosmopolitanisme Kaum Muda’ dari Ade M

Wirasenjaya (KR, 28/10) sangat penting

didiskusikan lebih lanjut.  Inti gagasan Ade

M Wirasenjaya adalah kaum muda saat ini

hidup dan bergerak di ruang transnasional

dan kosmopolitan.  Kaum muda banyak di-

dorong universitas dan dunia pendidikan

untuk menjangkau dunia yang semakin lu-

as dengan pelbagai program internasional-

isasi. Kondisi ini dapat melemahkan ke-

sadaran kebangsaan kaum muda dan

pelbagai efek negatif lainnya.

Penulis akan melanjutkan gagasan

Ade M Wirasenjaya dalam dua hal.

Yaitu penjernihan istilah, dan meng-

usulkan ditambahkannya Pendidikan

Kewargaan Global (Global Citizenship

Education). 

Gerakan Moral

Konsep kosmopolitanisme  (cos-

mopolitanism) berdekatan dengan kon-

sep kewargaan dunia (world citizenship)

dan kewargaan global (global citizen-

ship). Ketiganya memiliki makna yang

sama. Kewargaan seseorang tidak di-

ikat batasan bangsa (nation) atau ne-

gara. Tetapi dibatasi komunitas manu-

sia secara luas. Kepedulian dan arah ge-

rakan ketiganya juga sama yaitu ke-

manusiaan secara universal tanpa di-

batasi oleh bangsa atau negara. 

Dengan demikian, ketiganya merupakan

gerakan moral yang memperjuangkan ke-

samaan hak semua umat manusia, meng-

hapus diskriminasi, dan mengembangkan

kepekaan pada isu-isu kemanusiaan uni-

versal lainnya. Perbedaan ketiga konsep

tersebut lebih  pada konteks dan penekanan

yang berbeda. World citizenship menunjuk

arti ‘dunia’ sebagai keseluruhan bumi dan

warganya. Cosmopolitanism menunjuk

‘dunia’ dalam arti cosmos atau alam semes-

ta bukannya earth atau ‘bumi’. Sedangkan

global citizenship lebih menekankan karak-

ter yang mengatasi nasionalitas tertentu.

Secara etimologis, kosmopolitanisme ber-

asal dari kata cosmos yang berarti ‘alam

semesta’ dan polites yang berarti ‘warga.’

Jadi kosmopolitanisme berarti paham yang

menyatakan bahwa setiap manusia adalah

warga alam semesta ini. Kosmopolitanisme

merupakan pandangan hidup yang

mengutamakan tradisi dan budaya manu-

sia yang universal di atas tradisi dan bu-

daya suatu bangsa. Dasarnya adalah bah-

wa semua manusia memiliki kepentingan

dan nilai-nilai umum atau common interest

and values. Kontroversi muncul, ketika kos-

mospolitanisme juga menjadi gerakan poli-

tik yang ingin mengurangi pengaruh politik

nation-states demi kemanusiaan yang lebih

luas. 

Kewargaan Global

Ada kekhawatiran kosmopolitanisme

akan mendangkalkan kesadaran kebang-

saan kaum muda. Namun, tigapuluh tahun

lalu, pada Konferensi Asia Pasifik 1993, per-

wakilan Komunitas Bahai Internasional

menyatakan, pengakuan akan kesatuan

dan keterkoneksiaan bangsa manusia seba-

gai ‘warga dunia’ di satu pihak akan mem-

perluas loyalitas manusia pada skopa yang

luas. Di sisi lain justru akan memperkuat

loyalitas dalam skopa yang terbatas, yaitu

bangsa. Artinya, cinta kepada tanah air,

bangsa atau negara justru akan diperkuat

oleh cinta kepada kemanusiaan universal.

Maka, world citizenship dan cosmopoli-

tanism tidak perlu dikhawatirkan  akan

menggerogoti cinta tanah air dan ke-

sadaran kebangsaan kaum muda.

Pandangan serupa disampaikan Appiah

dan Nusbaumm. Menurut Appiah, kos-

mopolitanisme tidaklah bersifat elitis,

tetapi berakar dari pengalaman orang-

orang biasa yang memiliki rasa cinta tanah

air. Nusbaumm menyatakan,  setiap

orang tetap mencintai keluarga,

tetangga, dan bangsanya. Tetapi mere-

ka sekaligus tetap mewujudkan cinta

mereka pada komunitas manusiawi

yang lebih luas. 

Dalam konteks ini, penulis meng-

usulkan agar Pendidikan Kewarga-

negaraan  ditambah dengan Pendidik-

an Kewargaan Global (PKG) atau glob-

al citizenship education untuk memba-

has isu-isu global seperti perdamaian,

persaudaraan universal, martabat

manusia, kemiskinan, keadilan, dan

lingkungan hidup. Pelbagai program

internasionalisasi kampus harus di-

lengkapi dengan PKG untuk menya-

darkan kaum muda tentang keadilan

global dan martabat manusia sebagai

norma moral yang tidak mengenal

batasan. Kesadaran akan kemanusi-

aan yang terluas itu nantinya akan

mendorong kaum muda untuk mencintai

sesama mereka di lingkup sempit, yaitu

bangsa dan negara mereka sendiri. 

*)Dr Agus Tridiatno, dosen dan penulis

masalah sosial humaniora.

Agus TridiatnoCaleg Jangan Sembunyikan Riwayat Hidupnya
KPU sudah mengumumkan Daf-

tar Calon  Tetap (DCT) Legislatif
melalui media massa, di antaranya
melalui SKH Kedaulatan Rakyat.
Diharapkan dengan adanya peng-
umuman DCT tersebut,  masyara-
kat akan lebih cermat melihat siapa
yang akan dipilih nanti. Sebab  be-
lum tentu rakyat tahu sebenarnya
siapa mereka, apa yang pernah di-
lakukan mereka.

Sebelum eksekusi di bilik  suara,
alangkah baiknya para kontestan
tersebut  mengumumumkan siapa-
kah dirinya. Menurut KPU, untuk
Pemilu 2024 di DIY, ada 9 calon DPD
baik wajah lama, namun ada wajah
baru. Kemudian untuk calon anggota
DPRD DIY ada 680 calon dari 18
partai politik. Bertaburan nama-nama
yang  belum tentu masyarakat tahu
siapa dia, padahal nanti merekalah
yang akan duduk menjadi wakilnya.
Maka KPU harus mengumumkan
siapa mereka, sementara para caleg
harus transparan, dengan  senang
hati membuka diri mengumumkan
riwayat hidupnya ke publik, jangan
malah meyembunyikan diri.

Pemilih harus mengetahui para
calon legislatif agar dapat membuat
keputusan yang lebih informatif dan
cerdas saat memilih dalam pemilihan
umum 2024 mendatang.

Dengan mengetahui latar bela-
kang, pengalaman, dan visi dari para
calon, pemilih dapat menilai apakah
calon tersebut memiliki agenda yang
sesuai dengan nilai-nilai dan kebi-
jakan yang mereka dukung. Ini mem-
bantu pemilih untuk menentukan
calon yang paling mendukung pan-
dangan politik mereka.

Dengan memahami pendidikan,
pengalaman, dan rekam jejak calon,
pemilih dapat menilai kompetensi
caleg dalam melaksanakan tugas
sebagai legislator. Publik dapat meni-
lai apakah calon memiliki pengetahu-
an dan keterampilan yang diperlu-
kan, untuk membuat keputusan yang
baik dan efektif dalam proses legis-
latif.

Mengetahui rekam jejak calon
dalam politik, bisnis, atau masyara-
kat sipil memungkinkan pemilih un-
tuk mengidentifikasi apakah calon
tersebut telah berperan dalam kebi-

jakan atau program yang sesuai de-
ngan nilai-nilai mereka. Apakah calon
tersebut pernah terlibat dalam skan-
dal atau tindakan yang dapat meng-
goyahkan kepercayaan pemilih?
Apakah mereka konsisten dalam
pandangannya dan apakah mereka
dapat diandalkan dalam mewakili pe-
milih di masa depan.

Dengan memiliki pemahaman
yang baik tentang para calon legis-
latif, pemilih dapat merangsang kom-
petisi yang lebih baik dalam politik.
Para calon yang merasa bahwa pe-
milih memperhatikan kinerja mereka
akan cenderung lebih berfokus pada
melayani kepentingan masyarakat.
Dengan memahami calon legislatif,
pemilih dapat memantau dan meng-
evaluasi kinerja mereka setelah ter-
pilih. Publik yang mengenal para
calon akan lebih mudah mengukur
apakah mereka telah memenuhi jan-
ji-janji kampanye dan apakah  telah
berbuat sesuai dengan harapan pe-
milih.

Dalam sistem demokratis, partisi-
pasi yang baik dari pemilih sangat
penting untuk menjaga proses politik
yang sehat dan transparan. Dengan
mengenal para calon legislatif, akan
membantu memastikan bahwa kebi-
jakan yang dihasilkan mencerminkan
keinginan dan kepentingan mereka.
Pengungkapan riwayat hidup calon
legislatif adalah suatu tindakan
transparansi yang dapat membantu
pemilih, dalam membuat keputusan
yang lebih informatif ketika menen-
tukan wakil mereka.

Beberapa negara memiliki per-
syaratan yang mengharuskan calon
legislatif untuk menyediakan infor-
masi tentang riwayat hidup mereka
sebagai bagian dari proses pemilih-
an. Riwayat hidup ini dapat men-
cakup berbagai informasi, seperti
pendidikan, pengalaman kerja, kon-
tribusi sosial atau masyarakat, serta
catatan kriminal jika ada. 

Transparansi ini membantu pemi-
lih untuk lebih memahami latar be-
lakang calon legislatif dan potensi
konflik kepentingan. Dengan meng-
ungkapkan riwayat hidup mereka,
calon legislatif dapat diawasi dan
dievaluasi berdasarkan kualifikasi
mereka. (***)

Persyaratan Menulis
Pembaca yang budiman, terimakasih

partisipasinya dalam menulis dan mengi-

rimkan artikel untuk SKH Kedaulatan Rak-

yat. Selanjutnya redaksi hanya menerima

tulisan lewat email : opinikr@gmail.com

dengan panjang tulisan antara 535  - 575

kata, dengan mengisi subjek mengenai isu

yang ditulis serta jangan lupa menampilkan

fotocopy identitas. Terimakasih. 
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Jangan Asal Pasang Alat Peraga Kampanye
DAFTAR Calon Tetap (DCT) su-

dah dikeluarkan KPU. PKPU telah

menetapkan, 28 November 2023

sampai10 Februari 2024 adalah

jadwal masa kampanye.  Apa saja

yang dilakukan para kontestan? Di

antaranya dengan pertemuan ter-

batas, pertemuan tatap muka,

penyebaran bahan kampanye

kepada umum, pemasangan alat

peraga kampanye di tempat

umum, debat pasangan calon

presiden dan wakil presiden, dan

media sosial. 

Nah, saya berharap para caleg

itu punya etika, jangan memasang

tanda gambar di pohon. Saya lihat

banyak di pedesaan, seenaknya

saja memaku alat peraga di po-

hon. Saya yakin pecinta lingkung-

an akan menangis, melihat pohon

yang sudah enak dipandang,

harus menanggung beban alat

peraga yang dipaku di pohon.

Mudah-mudahan hal semacam ini

tak terjadi lagi di Pemilu 2024.

Ir Suyatmi MSc, Sinduadi

Mlati, Sleman.

Kampanye Sudah Mulai?
KETENTUAN kampanya 28

November baru dimulai. Namun

pekan lalu ketika saya bersama

teman-teman berjalan-jalan ke

Gunungkidul, wah banyak sekali

baliho bergambar wajah, dileng-

kapi dengan nomor urutan serta

tempat yang harus dicoblos. Ini je-

las kampanye, dan ini mestinya

merupakan pelanggaran. 

Bagaimana ini  pengawasan

pemilu? Dan itu muncul di pelba-

gai tempat, bukan hanya di kota

namun juga di pelosok-pelosok.

Apakah hal tersebut bukan berarti

menyalahi aturan? Apakah caleg

yang tidak taat aturan layak untuk

dipilih? 

Dina SE, Seturan Caturtunggal

Sleman


